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Abstract

Inheritance Iaw occupies a very important prace in Islamic law.Since the urgency, the AI_Qur,an [An_Nisa verse i7, 7.,and 176) setinheritance laws rigidly. This is understandabre because the regacy is-sue is a part of every human life. unless the Iaw of inheritance directryrelated to property which if not given proper and correct provision,
'ery easily lead to disputes among heirs. In the history of Isramic law inIndonesia since the reign of the Dutch East Indies until now has givenbirth to some point of tangency. Next, the point of tangency is put for-rvard as theories rerated to the rea.rity faced by Isramic law. when Is-larnic law wourd incurcate its varues as a basis ior legar awareness thatgovern public order, it was confronted with the same-varues awarenessof customary law, including inheritance raws. Indigenous peoples ofSelebah Braja vilage, East Limpung District, has its o*n.rry in sorvingthe legal relationship rerating to p.Jp"*y caused by someone who diedrvith family members Ieft behind. They embrace male mayorat system,ie when the ordest son died when the heir or the erdest son [ororfspring of menJ is the sole heir. The ordest boy who had grown upwill be a substitute for parents who have died, but not the owners ofheritage properry in person, he serves as the horder of the mandatethat parents have an obrigation to take care of other family membersleft behind, including inheritance.

Based on the above expranation, the study sought to uncoverrvhat the background of the imprementation of the cust-omary inherit_ance system on selebah Braja vilage communiry how the practice ofinheritance is viewed from the perspective of Isramic law, and how toinfluence the imprementation of the inheritance system of inheritanceissues in Indonesia' This research using a normative-sociorogicar ap-proach' Normative approach is intended to explore the reasons thatused in the imprementation of the customary inheritance systenrr'aseci on iegal norrns in force, whire the sociorogical approach to seethe reality of Iife in Serebah Braja viilage community in imprementingihe s1'51sm of inheritance. Based on theiese;h;r;;no., ao, it can
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be concluded that: First, because it adopts a male mayorat, automati_
cally ail the estate fell to the eldest male, only on a particular property
such as land, still held the distribution ro other heirs. It aims to provide
subsistence for the heirs. Secondly, systems and practices of the divi_
sion of inheritance in the village of Braja Selebah incompatible with
far6'id. However, based on tasamulr, it is permissibre because it fits
with the concept of the establishment of Islimic law that is the realiza-
tion of well-being of the ummah.

Keywords; Islamic Law, Inheritance, Braja Selebah Castom

Pengantar

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. oleh
karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu
sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif
ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk ke-
pada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewa-
risan lnCividual bukan sala dapat ditemr-li dalam mas5rarakat yang bilateral, tetapi
juga- dapat dijumpai dalarn rnasvarakat yaiig pairilinlai seperti di tanah Batak mala-
han di tanah Batak itu di sana sini mr..ingkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem
koliektiitei:batas, deririkian juga sistem maycrat, selaia datara masyarakai yang patri-
iin-eal yang beralih-aiih iii tanai:r semenrio, dijLimpai pura pada masyarakat bilateral
orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas
tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di
Minahasasulawesiutara. Adapun hukum Islam hanya mengenal satu sistem keke-
Iuargaan' oleh karena itu, hukum Islam pun hanya mengenal satu macam sistem ke-
warisan yaitu individual.

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan
dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. fika ada yang wafat maka
ariia masalah rvaris' |adi apahila ada seseorang yang rneninggalkan harta kekayaan
maka berarti ada harta r,t'arisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris
pria atau wanita yang masih hidup dan iuga memberikan bagian kepada anak-anak
yatim dan fakir miskin' Di beberapa daerah di mana ajaran Islam telah mendarah
daging sistem kewarisan Islarn ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan
sistem individual bilateral. Dasar berlakunya sistem individuai bilateral ialah al-
Qur'an surat an-Nisa :
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Sistem kewarisan mayorat yang ada dalam masyarakat adat Desa Braja Sele-
bah, pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan kolektif di mana setiap anggota
ahli waris dari harta bersama mempunyai hak rnemakai dan menikmati harta bersa-
ma itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, hanya saja pene-
rusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilim-
pahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau ke-
pala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemim-
pinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wa-
fat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua
anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan
dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris
rnenjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi
anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri ter-
hadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengu-
rus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus
oieh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak
memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua
sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peningga-
lan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai peme-
gang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewa-
jiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berda-
sarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersa-
ma untuk bersama.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli
waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan ba-
gaimana cara mengatur trarta kekayaan keluarganya. fadi sebelum pewaris mening-
gal ia telah berpesan yang disarnpaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-
anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah
wafat.
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Sedangkan sistem kewarisan individual yang dikenal dalam hukum Islam seja-
ian benar dengan pembawaan fitrah manusia, sistem ini mengambilpendirian bahwa
dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu ber-
pindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli waris
itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak
matinya si pewaris menjadi milik perseoraiigan dengan jalan berbagi. Sistem ini
menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan
pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib diketahui pada saat
'berbagi itu.

Namun demikian betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian harta wa-
risan yang harus ditaati oleh ummat Islam dengan disertai ancaman hukuman seba-
gaimana firman Allah:

,j(r ,. '1.1r d-l k+ tJli lJtj 4li '-r o)yt: r-i-r3 d_f-_,_f alrl U-.J U."3

Tetap saja masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.

Praktek Fembagian Fia!'ta Warisan

llarta Warisan

Ir-alam l:tikurn kei/i.,ai'isan istiiah lia::ta 'utiaris;rn hiasa cis=but dengan tarikah
at-au tirkah, dalain periSefiian i:al,asa, searii uengzn iniras atau Liarta yang ditinggal-
kan. Karenanya, harta yang ditinggaikan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli wa-
risnya dinamakan tarikah si mati {tarikatul maiyitl.

Menurut Azhar Basyir, Dalam bukunya Hukum waris rslam, yang dimaksud
dengan harta warisan adalah :

...Benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun,
pada harta peninggaian itu terlekat hak yang harus ditunaikan, laitu hak si
per,r'ai-is sendiri yang berupa biaya penyeleriggaraan jenazahnya, sejak di-
rnandikan sampai diniakamkan ; kemudian hak para kreditur ; kemudian
orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu
ditunaikan, barulah para ahii waris berhak atas harta peninggalan itu.

Idris Ramulyo, Dalam bukunya Perbandingan Hukum Kewqrisan lslam mene-
gaskan l:ah-'uva, yang iiirnaksud ciengan harta warisan atau harta peninggalan ialah
harta kekayaan da.ri seseorang yang meninggal dunia dapat berupa :

Fakultas Hukum
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1' Harta kekayaan 5'ang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya piutang yang hendak ditagih (activa).

2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada
saat meninggal dunia atau passiva.

3' Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-
masing suami isteri.

Sedangkan menurut masyarakat adat Desa Braja Selebah bahwa harta warisan
adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih
':epada orang lain yapg dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu
i,sisihkan segala yang menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemaka-
:rannya fpelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya. Dalam hu-
::rm kewarisan Islam ikhwal seperti ini dikenal dengan hak-hak yang berhubungan
lengan harta peninggalan.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini diuraikan oleh Ah-
:ad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut: 1) Hak yang menyangkut kepentingan si
nay'it [pewarisJ sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan
sampai dimakamkan. 2J Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur. 3J Hak
-" ang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat. 3J Hak ahli waris.

Pada dasarnya harta waris masyarakat Desa Braja Selebah dapat dibedakan
-nenjadi dua, harta peninggalan tidak terbagi dan harta peninggalan terbagi, yaitu :

1. Harta peninggalan tidak terbagi

Yang dimaksud dengan harta peninggaran tidak terbagi di sini yai-
tu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan
menjadi milik anak tertua laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris
lain, karena nrmah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang
pengurusannya dipegang oleh anak tertua laki-laki. Rumah bukan saja
tidak dapat dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, konsekuensinya apabila
rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjualan
nantinya dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak tertua laki_laki
Iagi.

2. Harta peninggalan terbagi

Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah dan seba-
gainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bek-
al kehidupan bagi adik-adiknya daiam berusaha sendiri atau untuk
membentuk rumah tangga baru, berpisah dari rumah tempat anak tertua
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tadi, namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan

terbagi ini masih di bawah kendali anak tertua laki-laki.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Desa Braja Selebah

sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, ha-

rusiah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan

dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu. Hal

ini mereka lakukan sesuai dengan firman Allah:

L;r Ji *+.=*-tt \*: r+ LJ-

Dengan demikikan apa yang berlaku di Desa Braja Selebah dalam ikhwal harta

vvarisan sebelum dibagi oleh para ahli waris, bila ditinjau menurut hukum Islam ti-
daklah bertentangan.

Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Hukum kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli \,r,aris: Pertama, Ahli
u.raris yang aempercleh bagian tertentu menurut al-Qur'an dan siinah Rasul, disebut

ahli rr,raris zawf cl-furfid. Ketttia, ahl: r.r;aris yang bagiannya tidak drtentukan dalam al-

Qur'an E-raupun surrah Rasui, riisebut ahii ,.,r,'aris 'aslc-bah. Ketiga, a-hli rrvaris yang tidak
r,.lempunyar hr:bungan iamiii 'Jengan pe.,r,raris, ietapi tidak terr:ias,;k dua golongan

rvaris zcvti ai-iurfrd dari'as;oi;th, drsetiut airii waris zcfiuf a.l-arhdtn.

Menurut hukum kewarisan adat Desa rraja Selebah bahwa yang disebut den-

gan ahli waris adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan pe-

r,n;aris dan tidak terhalang karena hukum adat untuk mewarisi. Para ahli waris terse-

but adalah :

1. Anakkandung

Anak kandung yang dimaksud yaitu sen'rua anak yang dilahirkan oleh ayah

darr ibunya dalam perkau,inan jiang syah, baik ia lak!-laki mauplln perempuan. Da-

lam ke,.ararisan adat di Desa Braja Seiebah pihak perempuan sudah termasuk ahli wa-

ris yasg berhak mervarisi harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal pembagian wa-

risan dari harta peninggalan arrak tertualah yang berhak menerimanya, hanya saja

kedudukan anak tertua bukanlah mutlak tak terbatas, tetapi ia mempunyai kewaji-
ban untuk dapat membagi tiarta peninggalan tersebut kepada ahli waris lain [adik-
adiknya,), hanya saja yang trisa dibagi selain dari pada rumah, karena rumah mutlak
iniiik anak tertua.

Fakultas Hukum
UNtVEi<[]i IAS PRO(I*AMASI 45 YOGYAI{ARTA 

1*6
IURh{AL TLMIAH



CAKRAW ALA HUKUAA Vol Vl No.2 Tahun 2011

Biasanya pembagian dilakukan dalam sebuah musyawarah keluarga dipimpin
oleh anak tertua sebagai pengganti orang tilanya jika orang tua tersebut sudah tidak
ada, iika masih ada maka tetap dipimpin oleh orang tua sebagai pewaris disaksikan
oleh para pemangku (ketual adat. Dalarn musyawarah Bagian masing-masing diten-
tukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, seperti dicontohkan oleh Bapak
Dim Nasir bahwa ia mempunyai tiga orang adik satu perempuan dan dua orang laki-
laki dengan harta warisan satu buah rumah dan lima hektar tanah, maka ia menda-
patkan rumah dan dua hektar tanah sedangkan sisanya dibagikan kepada ketiga
adiknya masing-masing mendapat satu hektar tanah. Di sini dapat terlihat bahwa
anak tertua mendapat porsi yang rebih besar karena tanggung jawab yang dipikul_
nyapun sulit.

Namun tidak selalu benar bahwa anak yang tertua mendapat porsi yang Iebih
besar karena bisa saja mendapatkan harta yang lebih sedikit dengan melihat keadaan
harta peninggalan dan keadaan pewaris, sebagaimana disampaikan Raja Niti ,.bahwa
adiknya mengundurkan diri untuk meminta harta warisan karena harta tersebut su-
dah habis untuk digunakan biaya berobat kedua orang tuanya, yang tersisa hanya
rurnah saja".

Anak tertua laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian
harta warisan karena beberapa sebab: Pertama, rumah yang ia miliki bukan hanya
semata miliknya tetapi tetap merupakan milik bersama, hal ini dilakukan apabila
disuatu hari ada anggota keluarga yang lain mendapat musibah maka ia berhak kem-
baii i<e rumah tersebut' Kedua ia bertanggung jawab atas pengurusan kedua orang
tuanya sampai mereka meninggal nantinya. Ketiga, ia bertanggung jawab untuk
memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat ber-
diri sendiri' Apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sama se-
kaii melainkan perempuan semua, maka anak perempuan yang paling tua diumpa_
makan sebagai anak laki-laki, sedangkan apabila anak laki-lakinya masih kecil maka
tetap orang tua yang mengatur kecuali jika orang tuanya sudah meninggal sedangkan
ahli waris masih kecil maka para pemangku adat yang mengambil alih. Anak tertua
tidak dapat semena-mena terhadap ahli waris lain karena ada di bawah pengawasan
para pemangku adat.

2. Anak angkat

Apabila anak kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak ada maka
dapat dilakukan pengangkatan anak melalui pemangku adat. Menurut Mahmud syal-
:ut ada dua macam pengertian anak angkat sebagai berikut: pertama, penyatuan se_
seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak keluarga orang lain

rakuttis Hrknm
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ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pembe-

rian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperla-

kukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut

syari'at dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syari'at yang membenarkan arti

yang demikian ini. pengarnbilan anak angkat seperti ini merupakan satu amal baik

yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianuge-

rahi anak oleh Allah SWT.

Kedua, yang dimaksud dari istilah "tzbanni" fmengangkat anakJ secara mut-

Iak. Menurut syari'at dan adat hebiasaan yang berlaku pada manusia, tabanni ialah

memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalan'l keluarganya,

yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tapi mempunyai hak

dan ketentuan hukum sebagal anak. Seperti hak menerima warisan sepeninggalnya

dan larangan kawin dengan keiuarganya.

Dalam hal kewarisan Islam anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung,

sesuai dengan firman Allah SWT yang berbuni;i :

.J,r',*ir .er#:a-: dJl d-4 arlj.'SalyL 3S13s pSli $"1+i ps't,eri ah-. t-,

Seianju-inya Aliah berfirrnan :

*$ eL S.j.c. {-*ij a(i113o.-. *1rli ;,-<-i13iG,"aelqlc iJ lal J;1Li xl :ir> L.','ii JA f#1-rJ *ro.t
ljr*J l-lJs". ii1 rils: r4;1, .:.;'- "$-14+ 

il-t-ri

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa anak angkat itu meskipun ba-

gairnanapun juga tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri ia tetap dihukumkan

orang asing, tidak menjadi muhrim dan tidak menjadi ahli waris.

Pengertian anak angkat menurut masyarakat adat Desa Braja Selebah, yaitu

rnengambil anak orang }ain untuk dijadikan atau disyahkan sebagai anak angkat.

fu{engenai tata. caya. pengangkatan harus dilakukan secara terang yaitu rnelalui pe-

nrarrgku adat dalarn musya\iaral: adat, seteiah itu bar-u dibuatkan surat pengangka-

tan resrni.

Pada dasarnya pengangkatan anak angkat yang dilakukan masyarakat Desa

Eraja dapat dibedakan nienjadi dua inacam, yaitu :

1. Anak angkat utarna {tegak tegi}
Yang dimaksud dengan anak angkat utama yaitu pengangkatannya dila-

kukan apablla dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak kandung sama sekali

Fakultas Hukum
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untuk dijadikan ahli waris. Dalarn hai rnewarisi maka ia mempunyai kedudukan
sama halnya dengan anak kandt-rng, yakni berhak mewarisi seluruh harta orang
tua angkatnya.

2. Anakangkatbiasa

Anak angkat ini biasanya dilakukan karena rasa kekeluargaan dan peri-
kemanusiaan, biasanya yang diangkat dari anak orang yang tidak mampu dan
hidup dalam kesusahan, maka si anak diurus dan dipelihara, disekolahkan dan
sebagainya. Karena posisinya bukan anak angkat utama, maka dalam hal kewari-
san tentu saja berbeda, karena ada anak kandung sebagai ahli waris yang lebih
berhak. Hanya saja sebagai kebijaksanaan tetap diberi harta warisan namun ter-
batas, anak angkat biasa sifatnya hanya bisa menerima berapapun yang diberi-
kan tanpa berhak mengajukan untuk menerima harta warisan.

Apabila kita hubungkan dengan hukum Islam maka pengangkatan anak
menurut masyarakat adat Desa Braja Selebah tentu saja berbeda dengan hukum
Islam, namun pada dasarnya pengangkatan anak semata-mata karena adanya
rasa ingin tolong menolong dengan sesama. Allah pun sangat menganjurkan ke-
pada umatnya untuk berbuat kebajikan dan tolong menolong, sebagaimana fir-
mannya:

efiiJi +.r-i z:rt rJtail 13fit3;13:,JlJ i)l*1" ly_:l_j y_l.r:ijlt: Jilt .,Jc l-r:Li_l

-A'yah dan ibu, saudara-saudara seayah seibu dari si pewaris

Apabila anak kandung dan anak angkat tidak ada, maka yang mewarisi secara
bersama-sama adalah ayah, ibu dan saudara-saudara seayah seibu dari si pewaris.

Keluarga terdekat dalarn derajat yang tidak tertentu
Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu mewarisi apabila anak

i:andung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara seayah seibu tidak ada. Namun,
pada dasarnya harta warisan dikuasai oleh anak tertua iaki-laki dalam keluarga ter-
sebut, meskipun nantinya tidak semua harta rnenjadi miliknya seorang, terhadap
rarta tertentu diadakan pembagian.

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada dua rumusan yang sebenarnya men-
:adi segi positif terhadap sistem kewarisan adat Desa Braja Selebah. Dua hal tersebut
aciaiah :

. Anak tertua laki-laki dijadikan pewaris utama dalam keluarga bukanlah semata-
rnata karena ia anak tertua yang harus selalu dihormati, dan didahulukan segala
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macam kebutuhannya. Sebenarnya ada beban berat yang harus dipikul di pun-

daknya. Sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya anak tertua mempunyai

hak mutlak yang terbatas. Terbatasi oleh musyawarah keluarga, terbatasi kewaji-

ban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak sema-

ta-mata berdasarkan harta warisan, tetapi juga berdasarkan asas tolong-

menolong oleh bersama untuk bersama. Dan yang terpenting dari semua itu ada-

lah kewajiban mengurus orang tuanya apabila orang tuanya sudah tua dan tidak
marnpu lagi untuk mengurus anak'anak I,ang lain, bahkan kewajiban mengurus

orang h:a L,uka* saja ketlka rrereka masili i'iiiirp: i:riainkan sampai mereka me-

ninggal. Kiranya riar: siniia;Lr kiia dap;i. menarik Lrenang mera-h mengapa rurnalt

merupakan benda yang pantang dibagikan kepada ahli waris lain apalagi dijual.

Masyarakat adat Desa Braja Selebah sangat memperhatikan orang tua mereka ki-

ranya hal ini sesuai dengan firman Allah :

l*ix rit-a:-i tsli sl$c .ji-l* 1*1Lt,st u*Jljtr:41 Y! lJlyi )l ,4lJ G-:IJ

L"J-S Y-.:* u+l -!: l-aJ$i )3.ilt-*: cJ* X

A]rat cr aias niengg;:i-rrl-lz:r!',ari bagei;"-r:.la seilat-usnvu kira rlrengurus orang

tire sait mereka'oer^usia ialiur. irr:iris ii:emang apahiia kita n:eiihat di beberapa

daeral': ba.nyak ofa-rg 1v3 r,/r))i5 lelluirta-iunta di:;-rasa tuan',ra.

Z. Ke*riCui<ar perrffpilar-i sa.jah ciendapat tempai setagaimana mestinya, dimana

hal ini dapat kita lihat apabila dalam sebuah keluarga anak kandungnya perem-

puan semua tidak langsung mengangkat anak angkat sebagai pengganti laki-laki

tetapi cukup mendudukkan anak perempuan tertua menggantikan anak laki-iaki
yang tidak ada tersebut, dan juga apabila di antara anak kandung terdapat pe-

rempuan maka ia tetap sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian juga. Se-

bagaimana dijelaskan di atas mengenai para ahli waris serta bagiannya yang ter-

dapat dalam sistem kewarisan adat Desa Braja Selebah, tidak sesuai dengan hu-

kurn ka'-varisai: Islrin: viirrg ielir.n ;ill-i::a]:kan *aiam al-Qur'a-n.

I.4enurut Dim 'fiiasir, ridah cl-ipaka.inya hukurn kew'arisan isiam (far6'id) daiam

pembagian harta warisan karena masyaraka.t di sini menganggap hukum kewarisan

adat sudatr menyamai hukurn kewarlsan Isiam dimana ada ke,,vajiban untuk memba-

gikan harta u,,arisan kese*rua ahli war'i';, hanya saja rincian pembagiannya belum se-

cara fara'id keselur:uhan. Hal senada juga disarnpaikan oleh Faizuddin Fahmi.
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Maulana menilai tidak dipakainya hukurn kewarisan Islam karena hukum ke-
:i-isan adat lebih dahuru muncu] keberacaannya dari agama Islam, serta penggu_
:lnnlra terasa berbelit-beiit dan sulit menyebabkan hukum/ard,rd dianggap punah.

Sedangkan sarwani, berpendapat tidak dipakainya hukum Kewarisan Islam':'i'ril) karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya,
- :. ggunaan fard'id dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan perka--' 

""'arisan' Masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan
:--amalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang ter_::::ing bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan da_*':: tanpa konflih sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa
""rg reia dan rasa saling menerima. Ha! ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan..:::krnan keluarga.

Sepintas kita dapat melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bra-
= *<elebah dalam har pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum ke_
::-san Islam terkesan mendua' Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi- :'si lain tidak menialankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang

'--1:r1!'a peran ulama dalam mensosialisasikan hukumfarri'id sehingga mereka lebih'' :- * masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging.
walaupun demikian, kita tidak bisa memponis secara rangsung bahwa apa

':= dilaksanakan oleh masyarakat Desa Braja Selebah adalatr haram, karena bila
-:, :ahami lebih Ianjut terhadap praktek pembagian harta warisan pada masyarakat

- =s: Braja Selebah dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan: ':< iain' Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak me--::.: bersama dan di dalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian
'=-''ng-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. para ahli waris jika atas'=:'=rdaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka se-

- .:, oerdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari,at Islam.
Dalam Kompilasi Hukum Islam [KHI] pasat 183 menyebutkan : "para ahli waris:'::t bersepaka! melakukan perdamaian daram pembagian harta warisan, seterah

-:s-ng-masing menyadari bagiannya". cara perdamaian atau musyawarah merupa_
' 

= - =1an pintas untuk mernbagi harta warisan bila satu sama Iain saling rela dan se-
- ''''': dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmufara,id hal ini dis-:: *: c€Dg?n taslaluh. Tasldluh dalam pembagian harta vyarisan merupakan salah sa-- *rava dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap':-:-1an kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tasldluh se_:.:: rii diperbolehkan, selama tasldluh tersebut tidak bertentangan dengan keten_' - : ' -: .tenluan yang tersebut dalam al_Qur,an maupun hadis.
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Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Desa

Braja Selebah, yaitu dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima

sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan

els.:.) l+- et;jl

Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip tasldluh yaitu kerelaan dalam mene-

rima bagian harta warisan. Praktek tasaluh dalam pembagian harta warisan, pada

dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan nas]. Namun

demikian iral tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan

pembentukan hukum Islam, sebagairnana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bah-

wa ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ke-

tentuan hukum sebuah nosJ tidak terpenuhi. Sebab dalam memakai ketentuan nas

dalam ai-Qur'an maupun hadls untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang

terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tu-

juan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan

karena ungkapan-ungkapan lafaz nas] kadang dapat mengandung pengertian yang

berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari nas terse-

but salah satunya adalah dengan msagetahui tujuan pembentukan }{etentuan hukum

syara'.

Di dalam mereka bermusyarvarah ticiai< ada pihak yangYrierasa haknya diam-

bii atau rlirugikan dan juga tidak rlerdapat unsui: rnenia.kan harta orarrg lairr secara

bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat kita pahami sebagai memakan

harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya' Dengan begitu,

?:atas antara memakan harta orang lain secara hak dan memakan harta orang secara

bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya,

maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain seca-

ra bathil sebagaiman yang dilarang dalam al-Qur'an yang berbunyi :

clt'u,l'..r rS* a(ll3i"i IJJSL Y lJ'l^le O*llll-s+il+. -t

drl+r. & ft_ri ljsL Yr

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembagian

harta warisan di Desa Braja Selebah mengutamakan rasa saling rela dan saling mene-

rima dari para ahli waris pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum lslam,

ilan ini teriepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang

dilarang dalam al-Qur'an.
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Penutup

Berdasarkan analisis yang diiakukan dalam peneiitian ini maka dapat disim-
pulkan beberapa hal tentang praktik kewarisan adat, yaitu: pertama, Sistem kewari-
san yang diterapkan masayarakat Desa Braja Selebah adalah sistem kewarisan mayo-
rat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris uta.ma adalah anak tertua lakiJaki. Ia
berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan,
mengatlrr adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kedua, Meskipun menganut sistem mayorat laki-laki, dalam masyarakat Desa
Braja Selebah sudah dikenal adanya pembagian harta warisan kepada ahli waris lain.
Pembagian biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri
pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat. Misalnya, dalam sebuah keluarga pe-
waris mempunyai empat orang anak dengan harta berupa sebuah rumah, dan lima
hektar tanah maka anak tertua mendapat sebuah rumah dan dua hektar tanah, se-
dangkan ketiga ahli waris lainnya masing-masing diberi satu hektar tanah. Ada bebe-
rapa alasan mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar, /akni: 1] Rumah
nantinya tidak hanya milik anak tertua semata, karena apabila suatu hari terjadi se-
suatu pada anak yang lainnya maka mereka berhak kembali ke rumah tersebut. ZJ
Anak tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka meninggal
nantiya. 3J Anak tertua bertanggung iawab untuk memperhatikan dan mengurus
adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Ketiga, Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa
Braja Selebah tidak sesuai dengan/ard'fd. Namun berdasarkan tasldlulr hal ini dibo-
Iehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya
kemaslahatan ummat.
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